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Menimbang

Mengingat

DIREXSI PT PLN (PERSERO)

bahwa guna memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi
persaingan usaha. memaksimalkan nilei-nrlai budaya perusahaan,
meningkadGn eilsiensi dan efektiftas pengelolaan sumber daya serta
kepercayaan pemaogku kepentrngan lstakehddel, maka diperlukan
komiinen pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yaog Baik (Good
Coeonto Gowmance) s€cara konsislen dan berkelanjutan;

bahwa sebagai wujud dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Gd CoBorale Govemanc;e| s€cara konsisten dan
berkehnjutian sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan
program'PLN Bersih'di lingkungan PT PLN (Persero)l

bahwa dalam rangka mendukung rmplementasi program 'PLN Bersih' da

lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf b,
s€luruh pegawai PT PLN (Persero) dalam jenang jabatan tertentu
darvatau karena jabatannya walb membuat dan menyampaikan
Laporan Harta Kekayean Penyelenggara Negara (LHKPN);

bahwa guna membenkan kemudahan, mempercepat proses, dan
melakukan efisiensi biaya. maka pembuatan dao penyampaian LHKPN
oleh seluruh pegawai PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada
hurut c dapat dilakukan dalam bentuk elektronik:

bahwa dalam rangka palakseman pembuetan dan panyampaian
LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, perlu disusun
P€doman Laporan Haria Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di
Lingkungan PT PLN (Persero)l

bah\ya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b, c, d. dan e di atas. perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN
(Persero) tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)di Lingkungan PT PLN (Persero)

Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun '1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Be6ih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotlsme;

Undang-Undang Rl Nomor 3'l Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidsna Korupsi sebagaimana telah diubah d€ngan Undang-
Undang Rl Nomor 20 Tahun 20011

Undang-Undang Rl Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komlsi
Pemb€rantasan Korupsi sebagaimana telah diubah d9ngan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun 2015 dan
ditetrapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Rl Nomor
'10 Tahun 2015:
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undang― undang RI Nomo「 19T● hun 2003 tentang Badan usaha M‖ ik

Negaral

undan9‐ undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Ten"Jasi

undang‐undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistlkani

Peratumn Pemenntan RI Nomo, 23 Tahun 1094 tentang Penga‖ han

Bentuk Perusahaan Umum(Pefum)し iStnk Negara menladi Perusahaan

Perseroan(Pettro〉

Peratumn Pemenntah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran Badan usaha M‖ ik Negaral

peraturan Pemenntah RI Nomo「  14 Tahun 2012 tentang Kegiatan
Usaha Penyedlaan Tenaga Listnk sebagaimana telan diuban dengan
peratuttn Pemenntah RI Nornor 23 Tahun 2014

Peratumn Pemeln● h Rl Nomor 62 Tahun 2012 tentang usaha」 asa

Penunlang Tenaga L str ki

instruksI Preslden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsl

Keputusan Menten Badan usaha M‖ lk Negara Nomor: KEP‐ 117′ M―

MBU′ 2∞2 tentang Penerapan Praktek G● od Co年Юrate Covernance

Pada Badan usaha M‖ ik Negara(BUMN〉

Peraturan Menten Negara Badan usahe Mlik Negara Nomo「 PER‐

01′MBU7201l tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Balk

(G●●d C●7pαttre CO"mar∞ )pad●  Badan usaha M‖ ik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Negara Badan
usaha Mllk Negara Nomo「 PER-097MBU′ 2012

Keputusan Menten Badan usaha M‖ ik Negara Nomo「  S降
179/MBU/2013 tentang Pembettentlan  Perubahan Nomenklatur
」aba●n  dan Pengangkatan AnggOta‐ anggota Direksl Perusahaan
Pettrclan(Persero)PT Perusahaan Listr k Negaral

Keputusan  Menteri  Badan  usaha  M‖ lk  Negara  Nomo「  SK‐

272/M8U′1272014 tentang pemberhenttan dan Pengangkatan Anggota‐

anggota Direksi Pettsahaan Pe曖
"roan(Persero)PT Perusahaan tistnkNegaral

Keputusan  Menten  Badan  usaha  Mi"k  Negara Nomor SK‐
211′MBU′1072015 tentang Pengangkatan AnggOta‐ anggota Direksi
Perusahaan Perseroan(Persero)PT Perusahaan Listrik Negarai

instruks, Menten Negara Badan usaha M]ik Negara Nomor lNS‐
01′MBU/2∞9  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  walib
Menyampaikan LapOran H● 由ョ Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN)di Lingkungan Badan usaha M‖ ik Negaral

Surat Edaran Mentel Badan usaha Mlk Negara Nomo「  SE‐

057MBU/2013 tentang Roadmap Menulu BUMN Bersini

Surat Edaran Mentett Badan usaha Mlik Negara Nomor SE‐
027MBU′ 11/2016 tentang Penegakan Cit“ Badan usaha M"ik Negara
Bersih:

Peraturan Komisi Pernbettnbsan Korupsi Nomo「  07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendanaran,Pengumuman,dan Pemelksaan Hada
Kekaソ 8an Penyelen99ara Negaral

Surat Edaran Pimpinan KPK nomo「 SE‐ 08′01′10/2016 Tentang Petunluk
Teknik Penyampaian dan Pengelolaan LapOran Hana Penyelenggara
Negara setelah Oibenakukannya Peraturan KomisI Pemberantasan
KorupsI Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendataran
Pengumuman  dan Pemerlksaan HaHa Kekayaan Penyeleng9ara
Negaral

Arlggaran Dasar PT PLN(PerserO、
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(Pe‐rO)Sebagaimana telah beberapa ka“ d ubah terakh"dengan
Peraturan Direksi PT Pし N(Pe"rO)Nomor0297 P′ DlR72016

Keputusan DirekЫ  PT PLN(PerserO)Nomo「 548A K/DIR/2010 tentang

Buku Pedoman Pe門 lakul

Peraturan Direks,PT PLN(PerserO)Nomo「 0060K/DIR/2014 tentang

Pedoman PLN Bersini

Peraturan Direksi PT PLN(Perserc)Nomor 0179 P′ DiR2016 tentang
Organisasidan Tab Kela PT PLN(Persero)

Keputusan Direksi di Luar Rapat(Sirkuler)Nomo「 139/DIR/201 5 tentang

Pembagian Tugas dan wewenang se● Tempat Kedudukan AnggOta
Direksi PT PLN(Perser。 )

Menetapkan

MEMUTuSKAN

:  PERATURAN DIREKSl PT PLN (PERSERO) TENTANC PEDOMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NECARA(LHК PN)Di
LINGKUNGAN PT PLN(PERSERO)

Pasal 1

Peng8rtian

Dalam Peraturan ini, yang dimeksud d€nganl

t. PT PLN (Persoro) yang selan utnya disebut PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara yang ddirikan dengan Akla Notans Suqipto, S H. Nomor'169 Tahun 1994
beseata perubahannya.

2. Direksi adalah organ PLN yang benr€nang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PLN
untuk kepenlingan PLN sesuai dengan maksud dan tujuan PLN serta mewakili PLN baik di dalam
maupun di luar pongadilan sesuai d€ngan anggaran dasar yang terdiri dari beberapa Direktur dan
seseoEng diantaranye diangket sebagai Oirektur Ubma

3. Laporan Hana Kekayaan Penyeltnggare Negara yarg s€laniutnya disebut LHKPN adalah laporan
dalam bentuk cetak dan,/alau bentuk lainnya lentang uraian dan rinclan iniormasi mengenai Harta
Kekayaan, data pribadl, termasuk penghasilan, pengelwran, dan data larnnya atas Harta Kekayaan
Penyelerggara Negara.

4. Elektronik LHKPN yang selaniuinya dis€but E-LHKPN edalah p€laporan LHKPN dalam bentuk
elekbonik.

5. Admin lnstansi adalah pihak yaog mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN di
lingkungan PLN yaitu Bidang R6iko Legal dan Kepatuhan pada Divisi Manajemen Risiko dan
(epatuhan.

6. Admin Unit Kgrra adalah pihak yang mempunyal we,.renang khusus terhadap pengelolaan LHKPN di
lingkungan Unil.

6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda b€rgerak aiau tdak b€rgerak, beryvujud atau tidak
berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh
Penyel€nggera N€gere bes€rta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggare
Negara, baik abs nama Penyehnggara NegaE atau orang lain, yang diperoleh s€belum dan selama
Psryelonggara N69ara mamangku jabetannya.

7. Pendaftaran dalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi
Pembeiantiasan Korupsi.
Pengumuman adalah p€ngumuman LHKPN oleh Psnyelenggara Negara kepada publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi yang salanjuhya disabut KPK adalah lembaga Negara yang dalam
melaksanakan tugas dan weu.€nangnya bersilat independen dan bebas dari pengaruh kakuasaan
manapun yang dibentuk dengan tujuan meningkstkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi.

10. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menlalankan fungsi eksekutit, legislatif, atau
yudikatif dar pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
Negara sesuai dengan p€raturan perundang-undangan yang berlaku

11 Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan PLN yang telah memenuhr kritena untuk
melakukan pendataran dan pengumuman LHKPN.

12. Pemangku lGpnnngaQ
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P€mangku Kepentingan (Stak6horde4 adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan pLN yang
timbul berdasa*an perJanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PLN Bersih adalah suatu program yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya ko.upsi, kotusi,
dan nepotisme agar menangkatian budaya perusahaan (cgrpoate cultu9l yang sehat dt lingkungan
PLN

u"r.,lolffJ'1,1,"n

Maksud pedoman ini adalah membeikan panduan bagi pegawai PLN dalam p€laksanaan
pembuabn dan penyampaian LHKPN.

Tuluan pedoman ini adalah mendukuog implementasi program "PLN Be6ih" seda membedkan
kemudahan, rn€.npercepat proses. dan meliakukan ellstensi biaya atas p€laksanaan pembuatan dan
penyampaian LHKPN dr lingkungan PLN.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini melipuli:

Wajib LHKPN
Penyampaian LHKPN dan Dokumen Pendukung LHKPN
Pengumuman LHKPN
Admin Pengelola LHKPN
Sanksr

Pasa1 4

Walib LHKPN

Walわ LHKPN te● in dan:

l  P●9awaI PLN pada lenlang jabatan stuktural yang m● ‖pul Manalemen
Menengah,Manalemen Dattr dan supervisor Atas

2 :器
:鳳 ∫:ヽ謂

da p中∞ 陣 bn他∞sbnd ya"mempm FungsOnd■

3    Pelabat Perencana pen9●daan dan Pelabat Pelaksana Pengadaan

Atas, Manajemen

Fungsional 2, dan

Pasa1 5

Penyampalan dan Dokumen Pendukung LHKPN

Walib LHκ PN sebagaiman3 dimaksud dalam pasa1 4 walib menyampaikanに HKPN kepada KPK
pada saat

a   Walib LHKPN yang pedぃ ma kar menlabat walib melaporkan LHKPN pa“ ng lambat 3(Oga)
bulan""k seCara resmi mendudukl,abatan

b   Walib LHKPN yang diangkat kernba“  sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhimya
mattiabatan atau pensiun walib melaporkan LHKPN paling bmbat 3(uga)bulan selak seca●
resmi mendudukijababni

c   Walib LHKPN yang berhen"atau pensiun darl labatannソ a walib melaporkan LHKPN pa“ ng
l●mbat 3(lga)bulan selak saat berakhimy● labatan

d   sewaklu‐waktu atas perrnintaan KPK

Walib LHKPN melaporkan LHKPN― ra per odik sebap l(satu,tahun seka‖ atas Harta Kekayaan
yang diperObh selak tanggal l」 anual sampal dengan tang9a1 31 Desember pa‖ ng lambat tangga
31 Marettahun be"ku● lya kepada KPK

Penyampalan LHKPN kepada KPK d‖ akukan dengan menggunakan fornu“「 LHKPN yang
ditetapkan oleh KPK melalul ap“ kasi← LHKPN R● da alarnat httOs″ e hkpn kp墜 .oQ d

“
)Dokumer′
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(4) Dokumen pendukun9ソ ang harus d‖ ampirkan oleh Penソelen99ara Negara an● ra lainl

a  S●‖nan dokumen yang menerangkan kepeml,kan hana kekayaan pada lembaga keuangan yang
kemud● n di un99an ke da,am aplkasi eLHKPNi

b Lembar Surat Kuasa bemeteral Rp6000 00 walib diisi sesua nama dalam KTP dan
dmndatangani masing_masing oleh Walib Lap● r pasangan(lstysuaml)dan Selじ

～
h anak yang

ditanggung yang kemudian dicetak dtandatanganidan dikinmkan kepada KPK dengan ai● 薔at:

Direktorat Pendalta● n dan Peme■ ksaan LHKPN
Cedung Merah Putih KPK JL Kuningan Petta KaV 4 Setiabudi 」akana 12950

c  Petunluk teknis pelaporan hana k“ ayaan sebagaimana terdapat pada Lampiran ソang“ dak

telpisahkan da"Kepu● San ini

Pasa1 6
Pengumuman LHKPN

(1) Pengumuman LHKPN walib dibksanakan dalam waktu pa“ ng l●mbat 2(dua)bubn setelah Walb
LHKPN menyampa[kan LHKPN kepada KPK

(2) Pengumuman LHKPN seb● 9aimana dimak¨ d pada ayat(1)o‖ akukan dengan fOrrnat yang
ditetapkan oleh KPK mela!ui media clektronik maupun non elektrOnik sebagai benkut:
a Media pengumuman KPK:
b Media pengumuman crni PLN daげ atau

c  Surat Kabar yang r、 コnllki peredaran s― ra nasional

(3) PolakSanaan pengumuman LHKPN dilakukan。 leh Walibし HKPN Oan′ atau oleh KPK berdasarkan
persetuluan Walib LHKPN:

(4) Pengumuman LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dibkukan dengan menggunakan fonnat
pengumuman yang dnetapkan oI● h KPK

Pasa1 7
Admin Pengebla LHК PN

(1) General Manager unlt nduk dan Direksi Anak Perusahaan menunluk Admin untt Ketta untuk
mOmbamtu tugas dan Admin instans

(2) TugaS dan tanggung,awab dan Admin lnstansi adabh:
a Memperstapkan perangkat atu"n,petlnluk teknis dan kobutuhan lain yang selenis untuk

mendukung penerapan pengelotaan LHKPN:
b Mensosia“ sasikan pemahaman tentang pedoman LHKPN kepada lnsan PLN`meng‐υρdare data

walib LHKPN, Illenenma laporan LHKPN, dan memfasl‖ ●s:penerusan laporan LHκ PN ke
KomisI Pomberantasan Korupst

c Meiakukan k∞ rdinasi konsu瞳 si dan surat‐ menyurat kepada KPK atas nama PLN dalam
pelaksanaan pelaporan tHKPNI

d Memantau kepatuhan walib LHKPN dalam pelapo"n LHKPNi
e Memfas“ ltasi pengumumanし HKPNi
f  Membenkan rekOmendasi undak ttnlut kepada Kepab DivisI Manalemen R,siko dan Kepatuhan

lerkan kepauhan pelapo● n LHKPN oLhinsan PLNI
g  Melakukan monnonng dan evaluasi atas erekwnas dan Pelaporan LHKPN di“ ngkungan PT

PLN(PettrOヽ
h Sebagal admin tettnggi di Lingkungan PLN mengk∞ rdinasikan alur kela dan semua Adm n

Unn KO可a,dan memonllor pelaksanaannya

(3)  TugaS dan tanggung iattb da百 Admin untt Kerla edalah l

a  Mensosiansasikan pemahaman sena teknik pelaporannya sesua, pedoman LHKPN kepada
walib LHК PN,di nngkungan masingttasing un“ PLNI

b Meng‐●pdate data walib LHKPN,menenma lapOran LHKPN.dan memfas‖ Msi penemsan
laporan LHKPN ke Komisi Pernberantasan Korup●

c Melakukan k● ●同inasI.konsunaj dan surarrlenyurat kepada Admin lnstansi atas nama PLN

un“ dalam pebksanaan laporan LHKPN:
d  Monltor ng dan evaluasi kepattthan walib LHKPN peda un tnya dalam pelaporan LHKPN:
e Menelma konsubsldan memfas‖ i●●pengumuman LHKPN Walib LHKPN di unttnya

Pasalη
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『ＳａｎｋｓｉDalam hal Wajib LHKPN tidak melapo.kan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan ini, maka Wajib LHKPN dikenakan sanksi disiplin pegawai berdasarkan
Peraturan Disiplin Pegawai dan Sistem Penilaian Kinerja (UnrUOrganisasi) yang bedaku di lingkungan PLN.

Pasal 10
Ketentuan LainJain

(1) Pengawasan atas pelaksanaan progEm ini dilakukan oleh Bidang Risiko Legal dan Kepatuhan pada
Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

(2\ Peraturan ini berlaku juga bagi anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi PLN.

Pasal 11

Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Drtetapkan di Jakarta
padatanggal 30 Agustus 2017
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